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PROBLEMATIKA PELAKSANAAN QANUN SYARIAT
DI WILAYAH TIMUR ACEH  *

Muhammad Suhaili Sufyan'®, Muhammad Nasir’ dan Bharuddin Che Pa’~

“Jabatan Siesah Syar tyan Akadomi Pengagan Isiam Unverst Malayn Kusta Lumpur, *
Jurusan Syanah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Emad *m_suhailp@siswy um sty my, “bharudin@um sdu.my

Abstrak

Tulisan inl memaparkan pengalaman dan problematika pelaksanaan Qanun
Sysrial Istam dari sisl peigksanaan hukuman cambuk dan kendala yang
dihadapl di wilayah Timur Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Tamiang
Kota Langsa dan Kabupatan Aceh Tmur, Kajan i bersifal eksolorasi untuk
menggal permasalahan yang dihadapi cleh para penegak hukum
Pangumpulan data menggunakan metode wawancara (deep interview) yang
melibatkan para pamangku kabijakan di tiga kabupaten Kota tessebul Sslain
Interview, juga dilakukan lelsash dokumentasi Kajian ini mengidentfikasi
bahwa masalah yang dihadapl oleh penagak hukum i wilayah Timur Aceh
berupa masaiah anggaran, payung hukum pelaksanaan, peleburan lembaga
WH ke dalam Satpal PP, integiitas personil WH, pangawasan, peran saria
masyarakat yang minim seta kelkutsetaan pemarintah yang balum maksimal

Kata kunel: Syanat islam. wilayah timur Aceh, WH, Tanun

gan penerapan Syari'st lIsiam di Aceh dimulai semenjak berlakunya
0 dang Nomaor 44 tahun 1599 tentang Penyelenggaraan Kestimewaan

Daerah Istimewa Aceh [1]. Undang-Undang tersebut diperkual dengan
g-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bag Provinsi
h Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Menindak
kedua UU tersebut, dibentuklah peraturan-peraturan daerah/Qanun Aceh yang
dengan pelaksanaan syanat |slam. yakni, Ganun Nomor 11 tahun 2002
g Agidah, ibadah can Syiar Islam. Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang
n khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir
an), dan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwal (Mesum).
arial Syari'at Islam diparkuat lagi dengan Undang-Undang Nomar 11 tahun
amtw Pemarintahan Aceh [2] Dalam UU ini, kedudukan lembaga yang terkait
ung dengan penerapan atau pensgakan Syar'at Islam dipertegas dan

n ini akan memaparkan bagaimana pengalaman pemberiakuan Syari'at Istam
1 sisl pelaksanaan hukuman cambuk termaguk pasang surut penerapannya dan
a yang dihadapi d wilayah Timur Aceh. Pemilihan Aceh Tamiang. Kota
gsa dan Aceh Timur mewakill wilayah Timur Aceh sangatiah beralasan Aceh
f g adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara,
fota Langsa merupakan kota yang dihuni oleh penduduk multi etnik, sementara
. Timur adalah wilayah yang sangat kental Ke-Acehannya dan termasuk daerah
5 mula-mula sekali Islam masuk serta induk kepada Aceh Tamiang dan kota
ssa. Data-data yang diperiukan dikumpul menggunakan metode wawancara
s interview) dengan para pemangku kebljakan d tiga kabupaten Kota tersebut

81



dan tahun 2005-2011 baik dan unsur Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyyah,
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah,
maupun Tokoh Masyarakat Selain Interview.. data juga diambil melalul telaah
dokumentas

Perjalanan Penerapan S| di Tamiang. Pemberiakuan Syanat Islam o Aceh
Tamiang dimulai sejak tahun 2003 dengan dibentuknya Kantor Syariat Islam
sebagal SKPD yang bertanggung jawab menjalankan program Syan'al, Selanjutnya
dibentuk Kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2004. Setelah
itu, dua lembaga tersebut bersama dengan unsur Mahkamah Syariyyah dan Polres
Aceh Tamiang. melakukan seleksi anggota Wilayatul Hisbah (WH) pada tahun 2005.
Setelah instansi terkait terbentuk, langkah pertama yang dilakukan adalah
melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Qanun Syari'at Islam melalui
penyuluhan, dakwah keliling dari masjid ke masjid dan penertiban. Dalam fase
tersabut, langkah yang diambil terhadap pelanggar syarat adalah dengan teguran
nasihat dan pembinaan.

Untuk mencermati penerapan Ganun S| di Aceh Tamiang, dari sisi penerapan Qanun
(Khamar, Maisir, dan Khalwat). berikut Ini disajikan data putusan Mahkamah
Syar lyvah Aceh Tamiang mulai tahun 2005-2011

Tabel 1. Putusan mankamah Syariyah Aceh Tamiang dan tahun 2005-2011
No Tahun Jenis Pelanggaran Kasus Total Penyelesaian
1 2005 Khamar - Sudah disksakygi
Maisir 12 12
K hahyat .
2006 Khamar = - =
Marso - - -
Khalwat - - -
3 2007 Khamar - Belum disksakusi
M . 1
Ehatwat .
4 2008 Knhamar - . .
Margir - = x
Ehahaat - - -
5 2008 Khamat = . -
Marsir - - .
Khakwat . .
6 2010 whamar 4 20 Sudah digksekusi
Masir 16
Knatwa! .
T 2011 Khamar 3 12 Sudah diexsexus
Mazsir ]
Khahwat
Sumber Data- Mahkamah Syaryyah Aceh Tamang/Juli 2071

L35 ]

Dari data di atas terlihat penegakan Qanun Syariat mengalam| pasang surut yang
sangat tajam, setelah tahun 2005 berhasil dilaksanakan hukuman cambuk, pada
tahun 2006 tertangkapnya pelaku Khalwat yang juga anggota DPRK dan baru
diputuskan hukuman pada tahun 2007 sangat berpengaruh terhadap kinefa
penegakan syariat. bahkan hal itu berdampak hingga dua tahun sesudahnya
dimana pada tahun 2008 dan 2005 tidak ada kasus yang sampal ke pengadian
sama sekall. Banyak kalangan mengatakan bahwa hal ini karena meolomya eksekusi
terhadap mantan Anggota DPRK tersebut [3] Faktor lain adalah pelaksanaan
Pilkada Aceh Tamiang pada tahun 2006 yang juga menyila waktu semua pihak,
selain faktor alam berupa banjir bandang yang sangal dahsyat, sehingga aktifitas
masyarakat secara umum terhambat




Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 2010, penegakan S| mulai berjalan
kembali dan menunjukkan kemajuan dan sisi putusarl perkara di Mahkamah
Syariyyah khususnya untuk Khamar dan Maisir, Sedanghan untuk kasus Khalwat
leblh banyak diselesalkan dengan keputusan musyawarah desa melalul putusan
adat

Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Langsa. Pelaksanaan syarat Islam
secara formal di bawah komando Dinas syariat Islam di kota Langsa dimulal sejak
tahun 2008 berdasarkan Qanun kota Langsa No. 4 tahun 2008 [4] Sebelumnya,
laksanaan Qanun Syariat secara kelembagaan dikoordinir oleh Kantor Syariat
slam yang berdiri pada bulan Februari tahun 2004 [5]

Menurut Kepala Dinas Syariat Islam kota Langsa [6], Kasus pelanggaran Qanun
Syariat yang paling menonjo! di kota Langsa adalah pelanggaran Qanun Ne. 14 dan
Qanun Ne. 13. Hal ini singkron dengan data yang diberikan cleh kamandan Wilayatul
Hisbah Kota Langsa sebagaimana tabel dibawah Inl

Tabel 2. Data kasus pelanggaran Qanun dan Wilsyatu| Hisbah Kota Langsa B
o Tahun Jenis Pelanggaran Kasus Total
1 2007 Agidah ibadah Syiar 270
Khamar - 254
Maisir .
Khatwat 24
| 2008 Agidah ioagah yier 21 87
Khamar 3
Maisir 1
Khahwat E2
3 2009 Anidah isadah syiar 48 BE
Knamar 5
IMaisr -
Khatwat a5
4 2010 Afidah ibadah Syiar 48 &3
Kharrgr -
Maisir .
Khabwal 21
8 200 Agidah lbadah Syar - =l
Khamar 7
Maisir 57
Khahwal 28

Darl tabel di atas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir jumlah kasus
pelanggaran Qanun yang paling banyak terjadi pada tahun 2007, totalnya sebanyak
294 kasus, Pelanggaran Qanun didominasi kasus pelanggaran terhadap Qanun
No.11 tahun 2002 dan Qanun No. 14 tahun 2003. Jika dilihat dar eskalasi
pelanggaran, pada tahun 2008, 2009 dan 2010 pelanggaran Qanun No.11 lebih
dominan berbanding pelanggaran Qanun yang lain. Trend pelanggaran ferhadap
Qanun No. 11 tahun 2002 tlentang Aqidah, badah dan syiar Islam terjadi sangat
fluktuatif dengan booming kasus pada 2007 sebanyak 270 kasus, kerudian turun
menukik pada tahun 2008 dengan hanya terdata 21 kasus, naik perlahan pada tahun
2009 dan 2010 dengan masing-masing 45 dan 48 kasus.

Berbanding Qanun No. 11 pelanggaran terhadap Qanun No. 12 pada tahun 2007
tidak dijumpal satu kasuspun. Tahun 2008 terdapat 3 kasus, tahun 2009 kasus
pelanggaran nalk menjadi 5 kasus. pada tahun 2009 tidak dijumpal, pada tahun 2011
grafik pelanggaran meningkat menjadi 7 kasus. Pelanggaran Qanun No. 13 tahun
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2003 tentang maisir (perjudian) grafiknya menjulang tinggl pada tahun 20711 dengan
57 pelanggaran sampal bulan juni 2011. Pelanggaran Qanun ini pada tahun-tahun
sebelumnya hanya ada satu kasus pada tahun 2068

Qanun yang paling banyak dianggar adalah QBnun No. 14 tahun 2003 tentang
khalwa! (mesum). Pelanggaran terhadap Qanun ini terjadi sepanjang ima tahun
terakhir, Takun 2007 terjadi 24 pelanggaran, tahun 2008 meningkat hampir tiga kall
lipat dengan 82 kasus, tahun 2009 turun jadi 37 kasus, tahun 2010 teradi 21 kasus
gan pada tahun 2011 terjadi 26 kasus pelanggaran

Kasus-kasus pelanggaran Qanun syariat Islam yang tenadi dalam wilayah hukum
Kota Langsa diselesaikan dengan berbagal penyelesajan dan pendekatan selain
penegakan hukum. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, penyelesaannya
semua dilakukan di luar mahkamah baik dengan cara pembinaan di tempat kejadian
parkara, pembinaan di Kantor mahupun penyelesaian secara adat. Mulal tahun 2011
pola penyelssalan kasus adalah dengan penegakan hukum melalui penyidik,
mahkamah dan eksekusi oleh jaksa selaku sksekutor dengan tenaga teknis dar|
Wilayatul Hisbah [7].

Jihad Kolektil di Kota multi etnik. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Qanun
syarial melalul putusan mahkamah secara spektakuler di Kota Langsa lefjaci pada
tahun 2011 Sesuai dengan data yang diberikan oleh Panitera Muda Hukum
Mahkamah Syariyan Kota Langsa. sampai dengan 30 Juli 2011, kasus yang sudah
ierdafiar dan diperiksa sabanyak 57 kasus. dan yang sudah diputuskan sebanyak 31
parkara (8]

Hasil luar biasa ini lidak terlepas dari komitmen pemerintah Kota Langsa serta
seluruh jajaran aparat penegak hukum untuk menegaxkan Qanun syariat, kamitmen
inl dimulai dengan rapat koordinasl antara Kapoires Langsa, Kajan, Pengadilan,
Dinas syariat Islam dan Walikota Langsa pada bulan Mei 2011 yang menghasilkan
kesepakatan untuk melakukan pemberkasan, sidang dan eksekusi langsung
terhadap segala bentuk pelanggaran Canun syariat yang berlaky di wilayah hukum
Kota Langsa [8] Bukti nyata darni kesepakatan ini adalah suppon yang diberikan oleh
pihak Kepolisian dalam pemberkasan BAP dan penyidikan kasus pelanggaran
Qanur mengingal terbatasnya tenaga PPNS yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah [10].
Pihak Kejaksaan Negen Kota Langsa berkomitmen untuk menyelesalkan perkara
pelanggaran Qanun Syariat dengan cara sidang menggunakan hukum acara singkat,
barlandaskan niat khlas dengan menggunakan fasiltas dan dana apa adanya {7}
Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana perkara disidang dengan
pemeriksaan biasa.

Plhak kepolisian sendiri secara internal ada instruksi dari KAPCLRI untuk
menggebrak perjudian secara simultan dan habis-habisan. bahkan parang lerhadap
perudian termasuk salah satu darl program unggulan Kagpoln [11). Instruksi Ini
memberikan dampak yang sangat signifikan dalam penanganan kasus pelanggaran
Qanun syariat, kasus paling menonjol tahun 2011 adalah perjudian

Wisdom Dari Aceh Timur. Aceh Timur sebagal Kabupaten induk dari Kabupaten
Aceh Tamiang dan Kota Langsa, memilki Falsafah tersendiri dalam Penegakan
Qanun Syariat lalam dalam wilayah hukumnya, Perbedaan yang mencolok dengan
Kabupaten dan Kota yang berpisah dengannya dalam penerapan syariat Isiam
adatah belumn pernah sekalipun di Aceh Timur dilakukan eksekusi hukuman cambuk.
Belum terlaksananya hukuman cambuk di wilayah Hukum Aceh Timur bukan
bermakna pelanggaran terhadap Qanun Syarat tidak berlaku, namun
penyelesaiannya dilakukan dengan pola penyadaran dan pendekatan emosional
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sehingga yang dibidik untuk ditakiukkan adalah jwa para pelaku disamping
penyelesaian secara adat Pendekatan yang dilakukan lebih mengutamakan
penyadaran masyarakat mengenal kewajiban fardiyah dan jama'ah. sehingga
masyarakat betul-betul memahami, menyadari dan tidak mengulangi kesalahan yang
parnah dilakukan [12].

Kasus yang paling menanjol di Aceh Timur menurut Kepala dinas Syariat Islam Aceh
Timur. Tgk Kamarullah dan Korlap Wilayatul Hisbah Aceh Timur, Ayah Oin, adalah
pelanggaran tentang busana Islami, perudian, khalwat dan sesekali dijumpai
khamar, penyelesaiannya dilakukan dengan cara pembinaan di tingkat pertama
melalui nasehat. pembinaan mental, gotong royong dan wajib lapor kegiatan hadir
sebagal jemaah masjid. Jika pelanggaran dilakukan secara berulang hukuman yang
diambil bisa sala pengasingan dari kampung tempal ia tinggal bahkan dapat tidak
dianggap sebagal penduduk sah di suatu gampang [12, 13]

Problematika dan Solusi

Berdasarkan Input di lapangan dapat dirumuskan problematika dan solusi bag
kendala pelaksanaan Syariat Islam di Wilayah Timur Acah sebagai berikut:

. Anggaran, masih belum sefahamnya antara Panitia Anggaran Eksekulif dan legisiatif
dengan Dinas teknis, sehingga keinginan mengembangkan program selalu terbentur
pada pembahasan anggaran [14]. Masalah ini juga diakul oleh Kepala Dinas Syariat
Islam Kota Langsa, terutama sekall untuk eksekysi. Dana yang tersedia lebih banyak
di proritaskan untuk honor-henor dan keperuan administrative serta sosialisasi
syariat Islam secara terbatas [6]. Keterbatasan anggaran membuat sosialisasi Qanun
syariat lslam seakan kurang inovatid.

Untuk mengatasi masalah anggaran, semua instansi penegak hukum periu

menganggarkan biaya untuk proses penegakan Qanun syariat sesual dengan

xeperluan, sehingga biaya pelaksanaannya tersebar dan tidak membengkak di salah

satu Instansi. Solusi lain, Dinas Syanat Isiam Provinsi menganggarkan secara

:mm biaya proses eksekus| seluruh Aceh mengingat lerbatasnya dana yang ada
daerah.

Payung hukum. Payung hukum yang ada dirasa masih kurang untuk membidik para
pelaky pelanggaran terutama sekall hukum acara. Hal ini disampalkan oleh semua
aparat penegak hukum baik kepolisian. Kejaksaan, Wilayatul Hisbah maupun
Mahkamah Syariyah. Disamping kewenangan yang ada dalam Qanun dirasa
tumpang tindih dengan KUHP, Qanun juga tidak memberkan kewsnangan
n. selain belum mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah
umur [11]. Hal ini berakibat lambannya proses hukum jka terdakwa mangkir dari
panggilan penegak hukum [7], Kepolisian dan Kejaksaan, dalam penyidikan pelaku
jarimah hanya boleh memeriksa selama 24 jJam, hal Ini juga menjadi kendala dalam
dan proses persidangan sahingga tersangka salally margkir ketika
persidangan dilaksanakan [15].

Kendala Payung hukum lainnya Juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat Langsa
gan Aceh Timur [16], cantoh logis ketidak lengkapan Qanun khalwat menurutnya,
ketika ditangkap pelaku masih melanggar Qanun khalwat, namum satelah dipenksa
mereka terbukti telah melakukan perbuatan zina, Perbuatan zina belum ada
katentuan dalam Qanun sehingga alteratif yang diambil selain melalui penyelesaian
nm[a::r reusam adalah kemball kepada pidana umum untuk meredam reaksi
massa [18].
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Menurut Kasie pidana umum Kajari Kota Langsa, hukuman yang ada juga masih
dianggap kurang memberikan efek jera dan tdak menyentuh sebahagian pelaku
pelanggaran Namun dari segi tempat penangkapan telah terjadi pergeseran lokasi
dari wilayah keramaian dan perkotaan ke tempat sepiftersembunyi [7)

Solusi dart inl adalah dangan mempercepat pembuatan hukum acara Qanun syanat
dangan melibatkan semua stake holder. Selain ity Kajari Aceh Tamiang
perpendapat, kedspan sangal memungkinkan dilakukan penggabungan hukum
antara KUHP dan Qanun, khususnya pada perkara yang diatur oleh keduanya
saperti, Khamar dan Maisit. Sehingga sanksi hukuman dapat leblh berat guna
melahitkan afek jera bagi pelaku. jugs agar kendala penahanan terhadap pelaku
tidak terjadi lagi [15].

Pafstiuran WH dengan Salpol PP. Pasca penggabungan, WH cenderung harus
menglikuti aturan dan Protap yang ada dilingkungan Satpo! PP. Padahal antara
kedua kesatuan ini ada perbedaan yang prinsipil, Satpol PP lebih kepada penertiban
sementara Wilayatul Hisbah lebih mengedepankan prinsip persuasive dan edukatif
disamping perbedaan karakter personel Perbedaan inl kadangkala membuat
arggota Wilayatul Hisbah merasa ‘mengambang’ dalam melaksanakan tugas,
bahkan ‘run’ dari Polisi Wilayatul Hisbah itu sendiri dapat tereliminisir, Sepatutnya
Wilayatul Hisbah dipayungi dengan SOP tersanairi independensinya benar-banar
tarjaga [10]. Pandangan yang sama |uga disampaikan sekretans Dinas S| Aceh
Tamiang, pisahnya WH dengan dinas Syarniat Islam menimbulkan kendala koordinasi
kegiatan. Sorotan lain secara serius dari Tgk, Kamarullah, menurutnya, lahirnya
Wilayatul Hisbah karena adanya Dinas Syanat Islam Wilayatul Hisbah diperiukan
juga karena adanya Dinas Syariat Islam, penggabungan WH dengan Satpol PP telah
mencabut akar sejarah dan esensi keberadaan WH itu sendin [13]. Namun demikian,
Kepala Dinas Syanal Islam Kota Langsa, tdak mempermasalahkan penyatuan
antara WH dengan Satpol PP, yang penting menurutnya adalah esensi dan
tupoksinya dapat berjalan dengan baik, tempat boleh dimana-mana, peran harus

tarjaga [6).

Pandangan berbeda diutarakan Kasatreskrim Kota Langsa, menurutnya pemisahan
antara Wilayatul Hisbah dengan Satpol PP lebih baik hal ini bardasarkan
perbandingan integritas dan kinerja yang dapat dirasakan sebelum penggabungan
lebin baik berbanding setelah penggabungan [17]. Disamping ftu, personil VWH masih
sangat minim, apalag untuk mengawal wilayah sebssar Aceh Timur dan Aceh
Tamiang, jumiah personil WH lidak sebanding dangan luas wilayah hukum Aceh
Timur yang meliputi 24 kecamatan dan 512 gampong yang berbatasan langsung
dengan Aceh Utara-Selat Malaka-Kota Langsa, Aceh Tamiang-Gayo Lues, Aceh
tengah dan Bener Meriah [18].

Untuk masaiah ini, hampir semua stake holder sepakat bahwa WH secara
kelembagaan harus segera dikembalikan kepada Dinas Sl unfuk mampermudah
koordinasi kerja dan juga untuk menjaga kekhususan Aceh yang tidak dimiliki daerah
lain. Menurut pendapat Komandan WH Aceh Tamiang [19], pengembalian WH ke
Dinas S| secara aturan memungkinkan berdasarkan UUPA pasal 244 ayat 2.
Ketantuan tersebut membuka peluang agar WH secara kelembagaan tidak dibawah
Satpol PP tapi dibawah Dinas Sl.

Integritas Persone! Wilayatul Hisbah. Turunnya kepercayaan sebahagian masyaraxal
terhadap integritas pofist Wilayatul HisGah diskibatkan cleh kelakuan beberapa
oknum VWH sendiri. Tindakan amoral yang dilakukan oleh Oknum WH Kota Langsa
pada tahun 2010 tetah menampar dan mencoreng wajah Punggawa pembela syariat
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Bal ini memberikan tekanan psikologis yang sangat berat bagl WH dalam
menghadapi publik. “sampai-sampai memakal seragam WH pun hampir tidak berani
lebih kurang 6 (enam) bulan kami cooling down’ ungkap komandan WH Kota
Langsa Kegiatan WH baru normal kemball setelah kasus ini diputuskan pangadilan

[7.10].

Masalah Integritas personel WH dapal diatasi dengan cara mempearbaiki proses
rekruimen yang melibatkan publik, sehingga para personil yang di rekrut benar-benar
memiliki integritas. kapabelitas dan bebas dar kronisme dan nepotisme. Masa depan
dan stalus Polisi Wilayatul Hisbah harus diperjelas, kesejahteraannya harus
| ferpe: secara layak serta melakukan percepatan peningkatan kapabelitas.

Penertiban dan pengawasan Belum dieksekus! terpidana Khalwat an, IS, di Aceh
Tamiang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, membuat posisi dilematis bagi
 petugas lapangan. Protes masyarakat mengenai tebang pilih pelaksanaan Syariat

slampun tidak terbendung [18]. Cemoch yang sama juga harus ditanggung para
_hakim Mahkamah Syariyyah [20] dan para Ulama di Aceh Tamiang yang selama ini
‘gencar menyuarakan Syariat Islam [21]. Masalah penertiban dan pengawasan
‘gengan sendirinya akan tereliminisir seandainya payung hukum penegakan syariat
Isiah disempumakan sehingga aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk
menahan para tersangka pelanggar.

Feran sera masyarakat. Partisipasi masyarakal terhadap penegakan Qanun syariat
masih sangat kurang. penegakan Qanun seakan-akan menjadi kewenangan mutlak
‘aparat penegak hukum terutama sekali polisi Wilayatul Hisbah, padahal penegakan
Syanat ini adalah tanggung jawab kolektif semua unsur. Terhadap pelanggaran
Qanun syariat tenslama khalwat berkembang dalam masyarakat frend pola
' ebak” daripada melakukan tindakan preventf Mengenal kesadaran

rakat. di Kota Langsa secara khusus terlihat psda maraknya penjualan
makanan siap sa)l basah secara berjamaah sebelum waktu yang telah disspakati
Pada bulan puasa. walaupun hal ini juga terjadi di terpat lain akan tetapi yang terjadl
& Kota Langsa lebih menyolok. Namun demikian pada tataran dan level tertentu
Sukungan yang dibenkan masyarakat sangat padu dan luar biasa terutama para
wiama, tokoh masyarakal dan tuha peul. Persoalan lain yang dihadapi juga masih
mengatur masyarakat untuk benbadsh secara bernamaah dan kolektf
karena telah terbiasa melakukan ibadah secara fardiah atau personal.

Untuk mengatasi masalah ini, Peran serta masyarakat harus di mulai dar penguatan
pemahaman keagamaan dalam keluarga dan kontrol sosial masyarakat Perly di
sosialisasikan tindakan preventif sehingga masyarakat tidak menunggu palanggaran
lefadi apalagl ada unsur kensengajaan dalam bentuk penjebakan apalagi

Pemerintah dinifal belum maksimal berperan dalam petaksanaan penegakan Syan 'at

'siam, sehingga baik dari sisi fungsi kelembagaan maupun sarana yang dibutuhkan

Salam melaksanakan penegakan S| sebagai tugas tambahan bagi lembaga vertikal

@ Aceh mnmﬂihh E;]gat minim, untuk itu pemernintah daerah juga harus proaktf melalyj
tansi te _

Pemerintah daerah perlu memaksimalkan usaha dan komitmen untuk menegakkan
“syariat Islam dengan segala kewenangan yang dimiliki. Komunikasi dan koordinasi
intas lembaga mendesak untuk dilakukan sebelum kepercayaan masyarakat
Serhadap kinerja penerapan S| memudar bahkan hilang. Untuk itu semua pengambil
jakan waj(b instrospeks| din terhadap kelemahan selama ini
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Penutup

Darl data dan fakta yang ditemukan selama dilakukan penselitian ini sebagaimana
dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penerapan Syariat |slam
di Aceh Tamiang, Kota Langsa maupun Aceh Timur mengalami pasang surut kendati
pada tahun terakhir menunjukkan kemajuan dari sisi putusan Mahkamah Syar'iyyah
terhadap pelanggar Qanun Jinayat. Keadaan tersebut disebabkan oleh banyak
taktor di antaranya perscalan regulasl yang belum lengkap, Sarana dan prasarana
penopang yarg minim, ada putusan Mahkamah yang belum dieksekusi, dan peran
pemerintah yang masih dianggap belum maksimal.

Sudah saatnya Pemerintah Daerah dan Instansi terkai mejakukan pembenahan
serla melakukan peningkatan pengembangan program S| sehingga Syariat Islam
tdak lag hanya dipahami sebagal penegakan Qanun jinayat 53ja, akan tetapi dapat
menyantuh persoalan masyarakat yang leblh luas, seperti sekior pendidikan
askonomi dan usaha kerakyatan serta optimalisasl pengelolaan 2akat dan hara
agama. Harapan inl menjadi harapan bersama semua siake holder yang
berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam of Aceh. Semua permasalahan yang
ada dapat diatasi dengan niat kuat dan komimen bersama untuk menegakkan
syarat isiam
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